LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1i REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 1991 SERI B NO., 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 189

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT Il REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1978
TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT i1 REMBAMNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan
Daerah,dipandang perlu untuk meninjau kem-
bali tarip-tarip lama yang sudah tidak cesuai
lagi dengan keadaan dewasa ini.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di
atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat |l Rembang Nomor 9 Tahun
1978 petlu diubah untuk disesuaikan deng-
an keadaan dan pengaturannya dituangkan
dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
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3. Undang - undang MNomcr 12/Dit. Tahun 1887
tentang Peraturan Umum Retiribusi Daerah.

4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1867 tentang
Ketentuzn Pokok Peternakan dan Kesehatan
Hewan.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Rembang Nomor @ Tehun 1878 tenteng Pe-
motongan Ternak.

6 Peraturan Dasish Kabupaten Daerak Tingkat Il
Rembang Nomor 6 Tahun 1889 tentang Pe-
nyldik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pe-
merintah Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang

Dangan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il REMBANG TENTANG PERUBAHAN
KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT I REMBANG NOMOR 8
TAHUN 1978 TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

Passl |

Peraturan Daerah Kabupatsn Daersh Tingka! |l Fembang Nomor 9
Tahun 1978 tentang Pemotongan Ternak yang disahkan dengan
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingket | Jawa Tengah
tanggal 22 Maret 1879 Ncmor HK. 44 /1978 dan diundangkan
dalam Lembaran Daerah Ksbupaten Daerah Tingkat !l Rembang
Nomor 5 Tahun 1979 Seri B yang telah diubah dengan Peratur-
an Daerah Kabupaten Daerah Virgkat Il Rembang.

a. Momor ____ 8
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Nomer 12 Tahun 1979 tentang Mengubah Untuk Pertama
kali Peratuwran Dasrah Kabupaten Deerah Tingkat Il Rembeng
tentang Pemotongan fernak yang disahkan dengen Surat Ke-
putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengeh tanggal
4 September 1980 Nomor 188 3 /164 | 1980 dan diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dserah Tingkat /| Rembang
Nomor 3 Tahun 1880 Seri B,

NMomor 11 Tshun 1985 tentang Perubshan Kedua Persturan
Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembarg Nomor 9 Ta-
hun 1873 tentang Pemotongan Ternak yang disahkan dengan
Surat Keputusan Gubsrnur Kepala Daerah Tingkat | Jawa
Tengah tcnggal 4 April 1986 Nomor 188 3 /82 /1886 dan
diundangkan dalam Lembaren Daerah Kebupaten Deereh
Tingkat 1| Rembang Nomor 6 Tahun 1986 Seri B.

di ubzh lagi sebagai betikut :

A. Pasal 20 ayat {1) diubsh dan dibaca sebagai berikut ;

Biaya pemerikssan daging dan ternek yang dipotorg di dalem
RPH. ditetapkan ssbagal berikut :

a sagkor sapi/kerbau ! 1) Pemotongan -

Usasha _ _ Rp 3 000,00

2) Pemotongan -
Hajad _ S Rp 25C0.00

3) Pemotongan -
Darurat Rp 6 000,00

b Saskor babi i) Pemctongan -
Usaha ... Rp 400000

2) Pemotongan -
Hajad e Rp 2 500,00

3) Pemotongan -
Darurat ——....._.. Rp 5000,00

c. Saekor kambing/
biri-biri

: 1) Pemotongan -

isgha oo

Rp 500,00
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: 2) Pemotongan -
Hijad , . .. .., Rp 400,00
3 ) Pemotongan Darurat tidak dike-
nakan biaya.

B. Pasal 20 ayat {2), diubah dan dibaca sebagai berikut

Bisya pemerikssan daging dan ternak yang dipotong di RPH
swasta dan di tempat -tempat lain kecuali untuk keperluan
upacara keagimsean dan Adat, ditetapkan sebsgai berikut i

a seekor sapi/
ketbau . ... ... ! 1) Pemotongan -

Usaha Rp 4.000,00
2) Pemotongan -
Hajad e Rp 3.500,00
3) Pemotongan —
Darurat —__.— Ap 7.000,00
b. Seekor bzbi 1) Pamotongan -
Usaha ——  Rp 500000
2) Pemotongan -
Hajad - Rp 3 500,00
3) Pemelongan —
Piarurgy o= et Rp 6 000,00
¢ Ssekor kambing/ : 1) Pamotongan -
biri-biri Usaha _________ Rp 600,00
2) Pemotongan -
Hajad . . . _ Rp ©600,00
3) Pemotongan Darurat tidek dike-
nakan biaya.

d. selain biaya pemeriksaan, terthadap pemilik ternak dikena-

kan pula biaya transportasi petugas pemeriksa sebesar
Rp 250,00/Km.

G Pasal oo 8,
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C. Pasal 21 avat (1). diubzh dan dibaca sebagai berikut :
Pelanggaran teihadap Peraturan Daerah ini diancam dengan
pidana kurungsan selama-lamanya 6 (enam ) bulzn stau de—
ngan setinggi-tingginya Rp 50 020,02 (lima puluh ribu tupiah)

D. Pesal 22 diubah dan dibaca sebagai barikut :
Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugss menyidik tindzk
pidana, penyidiken ates tindak pidena sebecaineana dineksid
dalam Peraturan Daersh ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipi! di lingkungan Pemerintah Da-
erah yang pengangkatennya di tetapkan sesual dengan Pera-
turan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1!

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangcal diundangkan.

Agar setiap oring dapat mengetahuinya, meme'iniahkan pengun-
dangan Peratuten Daersh- ini dengen penenpatarnya dalem
Lemba-an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Rembang, 8 Juli 1981

DAERAH KABUPATEN DAERAH BURATI KEPALA DAERAH
TINGKAT Il REMBANG TINGKAT Il REMBANG
KETUA :
SOEGENG SARWONO Drs. WACHID] RIJONO

DISAHKAN. .. ..o 8



DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Tengah
Yanggal 11 September 1981
Nomor 168.3 /336/19891

An. Sekretaris Wilayah ) Daerah
Tingkat { Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

SARDUJITO. SH.
NIP. 500034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang
Nomor 7 Tahun 1991 Seri B No 1
pada tanggal 18 September 1991

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEDIHARTO
NIP, 500 029 511




